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Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap perlindungan tenaga kerja 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas pembaruan dan perpanjangan PKWT berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keberlakuan 
Undang-Undang ini membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan hubungan kerja berbasis 
PKWT, khususnya terkait mekanisme pembaruan dan perpanjangan yang sebelumnya dibatasi 
secara ketat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan 
fleksibilitas lebih luas bagi pengusaha untuk melakukan pembaruan dan perpanjangan PKWT, 
namun pada sisi lain menimbulkan problematika kepastian hukum bagi pekerja, terutama terkait 
jaminan perlindungan hak-hak normatif dan keberlanjutan kerja. Ketidakjelasan batasan waktu 
pembaruan dan perpanjangan berpotensi melemahkan posisi tawar pekerja PKWT, sehingga 
perlindungan hukum yang seharusnya diutamakan justru rentan terabaikan. Oleh karena itu, 
diperlukan penguatan regulasi turunan yang lebih rinci serta penegakan hukum yang konsisten 
untuk menjamin keseimbangan antara fleksibilitas hubungan kerja bagi pengusaha dan kepastian 
hukum atas perlindungan hak-hak pekerja PKWT. 
Kata Kunci: Kepastian Hukum, PKWT, Cipta Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja. 

 

Abstract: This research examines legal certainty regarding the protection of Fixed -Term 
Employment Agreement (PKWT) workers in relation to the renewal and extension of PKWT under 
Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The enactment of this Law has b rought 
significant changes to the regulation of fixed-term employment relationships, particularly in terms 
of the renewal and extension mechanisms that were previously strictly limited under Law Number 
13 of 2003 on Manpower. This study employs a normative juridical research method with statutory 
and conceptual approaches. The findings indicate that the Job Creation Law provides broader 
flexibility for employers to renew and extend PKWT contracts. However, this also raises issues of 
legal certainty for workers, especially in ensuring the protection of normative rights and 
employment sustainability. The absence of clear limitations regarding the duration of renewal and 
extension potentially weakens the bargaining position of PKWT workers, thereby undermining the 
legal protection that should be prioritized. Therefore, more detailed implementing regulations and 
consistent law enforcement are necessary to ensure a balance between the flexibility of 
employment relations for employers and legal certainty in protecting the rights of PKWT workers. 
Keywords: Legal Certainty, Fixed-Term Employment, Job Creation Law, Labor Protection. 
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PENDAHULUAN 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945) telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan bernegara adalah untuk melindungi 
segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan segenap bangsa 
ini tentunya harus dilakukan negara terhadap warga negara Indonesia. Begitu pula negara 
harus menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Indonesia sebagai 
negara hukum, maka salah satu ciri yang mutlak adalah jaminan perlindungan hak asasi 
manusia yang harus tercantum dalam undang-undang dasar atau konstitusi.  

Jaminan perlindungan hak asasi manusia yang kaitannya dengan jaminan atas 
pekerjaan telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 
Hak atas pekerjaan tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan. Oleh karena itu, 
pembangunan terhadap regulasi ketenagakerjaan harus diatur dengan baik agar hak-hak 
dan perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dipenuhi.  

Masalah ketenagakerjaan pada dasarnya merupakan hubungan antar individu 
ataupun antara individu dengan badan hukum, bukan lagi menjadi ranah privat secara 
murni, namun juga melibatkan unsur negara di dalamnya.  Hukum ketenagakerjaan 
mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang dimana hubungan kerja 
itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam 
suatu perjanjian, disatu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan 
pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah.  

Menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, 
dan kewajiban para pihak. Bentuk perjanjian kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat secara 
tertulis atau lisan. Undang-Undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 
menentukan bentuk perjanjian yang dikehendakinya, tatapi sesungguhnya prinsip yang 
dianut adalah prinsip tertulis. Perjanjian dalam bentuk lisan dapat ditoleransi karena 
kondisi masyarakat yang beragam, hal ini tertuang di dalam penjelasan Pasal 51 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, Undang-Undang 
hanya menentukan bahwa segala hal dan biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan 
pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. 
Sedangkan perjanjian kerja dalam bentuk tertulis adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).  

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu merupakan perjanjian kerja yang mengikat 
karyawan tetap yang tidak memiliki masa berlaku. sedangkan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan kontrak dan pekerja lepas.  

Pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 
56 sampai dengan Pasal 59 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 
KEP.100/MEN/VI/2004 (Kepmen 100/2004). Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
telah ditetapkan suatu jangka waktu yang dikaitkan dengan lamanya hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha. Syarat kerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja 
waktu tertentu, tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

Penghapusan Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Sebelum 
diundangkannya UU Cipta Kerja, Pasal 59 UU Ketenagakerjaan berbunyi: “Perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis 
dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: (1) 
pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; (2) pekerjaan yang 
diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 
(tiga) tahun; (3) pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan 
dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan 
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atau penjajakan”. Kemudian, kini ketentuan dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan telah 
diubah oleh Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja, sehingga bunyinya menjad i: “(1) 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang 
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, 
yaitu sebagai berikut: (a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; (b) 
pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; (c) 
pekerjaan yang bersifat musiman; (d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, 
kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau 
(e) pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. (2) Perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. (3) 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, 
jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam 
Peraturan Pemerintah”. 

Pada dasarnya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat berdasarkan 
jangka waktu dapat dibuat untuk maksimal 5 tahun. Namun, dalam hal jangka waktu 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan 
belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT) dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, 
dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. 

Namun, dalam praktik hubungan industrial, ada pengusaha lebih memilih 

menggunakan karyawan kontrak dibandingkan dengan karyawan tetap. Padahal pekerjaan 
yang dilakukan merupakan jenis pekerjaan tetap dan secara terus-menerus, yang 
seharusnya statusnya ditingkatkan menjadi karyawan tetap. Menurut Hakim Konstitusi 

Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Putusan Nomor 103/PUU-
XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 memberikan pendapat bahwa pekerjaan yang 

bersifat tetap atau rutin tidak boleh diakali dengan menggunakan konstruksi PKWT yang 
dalam praktik sering kali dilakukan untuk menghindari PKWTT dengan pembaharuan 
kontrak setiap tahunnya. Hal ini tentunya merugikan pekerja karena statusnya selalu 

sebagai pegawai kontrak PKWT dan tidak pernah menjadi pegawai tetap PKWTT. 

METODE PENELITIAN 
a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan 
Penelitian Yuridis Normatif, menurut Soerjono Soekanto bahwa yuridis normatif yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-
peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  
b. Rancangan Kegiatan 

Rencana kegiatan diperlukan di dalam suatu penelitian guna untuk mempersiapkan 
penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengenai kepastian hukum terhadap 
perlindungan tenaga kerja PKWT atas pembaruan dan perpanjangan PKWT berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. 
c. Ruang Lingkup atau Objek 

Ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini adalah kepastian hukum terhadap 
perlindungan tenaga kerja PKWT atas pembaruan dan perpanjangan PKWT, dihubungkan 
dengan penerapan hukum oleh perusahaan berkaitan dengan lahirnya regulasi 
ketenagakerjaan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta 
Kerja. 
d. Bahan dan Alat Utama 

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan 
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hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
1) Data primer, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan hukum seperti: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang; 

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 
d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial 
2) Data sekunder, yaitu berfungsi sebagai pendukung untuk data utama, memfasilitasi 

analisis dan pemahaman terhadap data utama tersebut. Sumbernya mencakup literatur 
ilmiah, skripsi, tesis, disertasi dan informasi yang diperoleh dengan cara observasi, 
wawancara dengan representatif perusahaan. 

3) Data tersier, yaitu bahan hukum ketiga yang mendukung data sekunder yang meliputi 
kamus dan ensiklopedia hukum, artikel-artikel hukum, media internet, serta literatur-
literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini. 

e. Tempat 
Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. XXX yang terletak di Jalan Jababeka XVII-B, 

Kawasan Industri Jababeka, Karangbaru, Cikarang, Bekasi. 
f. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan (liberary research) dan studi lapangan (field research) sebagai berikut: 
1) Studi Pustaka (liberary research) 

Studi pustaka yaitu teknik untuk mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur, 
jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, atau hasil penelitian yang selaras dengan 
tema penulis. 
2) Studi Lapangan (field research) 

Studi lapangan yaitu dengan cara wawancara (interview). Wawancara yaitu 
percakapan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber guna mendapatkan hasil 
penelitian yang penulis susun. 
g. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurut data 

ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat 
dirumuskan hipotesis kerja.  Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode 
penelitian bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis 

secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan 
struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi 

atau makna aturan hukum. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja PKWT Atas Pembaruan 
Dan Perpanjangan PKWT Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Tentang Cipta Kerja 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan 
pengertian bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
untuk masyarakat.  Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut 
konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana yang ditulis oleh Payaman J. 
Simanjuntak yaitu bahwa tenaga kerja atau man power adalah mencakup penduduk yang 
sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari suatu pekerjaan pada kehidupan ini 
manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam sehingga untuk dapat memenuhi 
kebutuhan hidup seseorang perlu bekerja, baik bekerja dengan membuat usaha sendiri 
maupun bekerja kepada orang lain. Tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik bekerja 
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membuka usaha sendiri maupun bekerja dalam suatu hubungan kerja atau dibawah 
perintah seseorang yang memberi kerja seperti pada perseroan terbatas, pengusaha 
maupun badan hukum serta atas jasanya bekerja yang bersangkutan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain ini disebut pekerja atau bagian dari tenaga kerja.  

Secara praktis tenaga kerja terdiri dari atas empat macam, yaitu tenaga kerja tetap, 
tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja kontrak. Pengertian 
tenaga kerja tetap yaitu pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk 
jangka waktu tidak tertentu (permanent). Tenaga kerja tetap ini termasuk ke dalam 
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (yang selanjutnya disebut PKWTT) karena 
PKWTT merupakan perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya dan bersifat tetap 
sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja tetap akan dikenakan masa percobaan selama 3 
(tiga) bulan sebelum diangkat menjadi tenaga kerja tetap oleh suatu perusahaan.  

Pengaturan PKWT dan PKWTT yang semula diatur di dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian dilakukan perubahan melalui 
beberapa peraturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja salah 
satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 
waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan 
Pemutusan Hubungan Kerja. Penghapusan pembaruan PKWT sebelum diundangkannya 
Undang-Undang Cipta Kerja, sebagaimana Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: 
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang 

menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, 
yaitu: 

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama 

dan paling lama 3 (tiga) tahun; 
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang 

bersifat tetap. 
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. 
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat 

diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali 
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, 
paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah 
memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. 

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi 
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu 
yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 
(satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum 
menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Menteri.  

Namun, kini ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah ke dalam Pasal 81 angka 15 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut: 
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang 

menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, 
yaitu sebagai berikut: 



43 

Munazat & Ansari. Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Pkwt Atas Pembaruan Dan Perpanjangan Pkwt 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja . 

 
 

 

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; 
c. pekerjaan yang bersifat musiman; 
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau 
e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang 
bersifat tetap. 

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, 
dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.  

Jika merujuk pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kini, sejak 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pembaruan 
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak lagi diatur. Ada pun yang diatur hanyalah 
ketentuan perpanjangan PKWT saja sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah 
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja 
dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, memberikan kategori PKWT 
didasarkan atas: 
a. Jangka waktu, yang dibuat untuk pekerjaan tertentu, yaitu: 

1) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, 
yakni maksimal 5 tahun; 

2) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
3) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau 
b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang dibuat untuk pekerjaan tertentu, yaitu: 

1) Pekerjaan yang sekali selesai; atau 
2) Pekerjaan yang sementara sifatnya.  

Pada dasarnya, PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk 
maksimal 5 tahun. Namun, dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan 
yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan 
jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, dengan ketentuan 
jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. 
Sedangkan PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu didasarkan atas 
kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja, yang memuat: 

a. Ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai; dan 
b. Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu 

pekerjaan. 
Dalam hal ini, jika pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat 

diselesaikan sesuai waktu yang disepakati tersebut, maka jangka waktu PKWT dilakukan 
perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan. Patut diperhatikan, 
masa kerja pekerja dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT baik yang didasarkan 
atas jangka waktu maupun selesainya suatu pekerjaan tertentu tetap dihitung sejak 
terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT. 

PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan 
sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah 
dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja/buruh berdasarkan 
kehadiran. PKWT dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas. Pasal 1 angka 2 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1994, menyebutkan bahwa Tenaga 
Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan 
pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinyuitas pekerjaan 
dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.  Sebagaimana Pasal 
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10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, 
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, apabila 
pekerja/buruh sudah bekerja selama 21 (dua puluh satu) hari dalam kurun waktu 1 (satu) 
bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka perjanjian harian lepas menjadi tidak 
berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh demi hukum berubah 
berdasarkan PKWTT.  

Kemudian perlindungan PKWT yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam peraturan pelaksananya 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, meliputi: 
a. Perlindungan terhadap waktu kerja 

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja memiliki beberapa kewajiban untuk 
melaksanakan ketentuan terhadap waktu kerja yang diatur dalam perundang-undangan. 
Hal tersebut dimaksudkan agar pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 
mendapatkan perlindungan terhadap waktu kerja. Tujuan dari perlindungan hukum 
terhadap waktu kerja ini agar pengusaha sebagai pemberi kerja tidak melakukan 
eksploitasi kepada pekerja yang dipekerjakannya terhadap waktu kerja secara terus 
menerus yang berdampak pada kesehatan. Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap 
waktu kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Bab IV 
Ketenagakerjaan pada Pasal 81 angka 23 tentang Perubahan Pasal 77 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
b. Perlindungan terhadap upah 

Upah merupakan imbalan yang didapat pekerja setelah melakukan pekerjaan yang 
telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Tujuan utama seorang pekerja adalah agar 
mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kebijakan mengenai upah 
sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi pekerja agar tidak terjadi kecurangan 
yang dapat dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selama pekerja 
melaksanakan pekerjaan, maka pekerja tersebut memiliki hak untuk mendapatkan upah 
dan pengusaha sebagai pemberi kerja berkewajiban membayar upah pekerja tersebut.  
Kebijakan mengenai upah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat merupakan salah satu 
wujud perlindungan hukum pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Bab IV Ketenagakerjaan 
pada Pasal 88 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
c. Perlindungan terhadap kesejahteraan 

Dalam hal bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan dilakukan melalui 
program jaminan sosial yang berasaskan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Program jaminan sosial sebagai 
wujud perlindungan bagi pekerja yang relatif memiliki kedudukan yang lebih kuat secara 
moral memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan perlindungan terhadap kesejahteraan 
pekerjanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya, Pasal 99 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial yang dibentuk 
pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disebut juga BPJS 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang ini membagi Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial menjadi 2 (dua) jenis yaitu: Pertama, BPJS Kesehatan dan BPSJ 
Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 5 (lima) program meliputi: 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja. 
Kedua, Jaminan Hari Tua (JHT) sebagaimana Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua. Ketiga, Jaminan Pensiun (JP) sebagaimana Pasal 
39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional. Empat, Jaminan Kematian (JKM) pengusaha wajib mendaftarkan program 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada pekerja harian lepas, borongan, 
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dan perjanjian kerja waktu tertentu yang dipekerjakannya.  Sebagaimana ketentuan dalam 
Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Lima, Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP) sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 
82 angka 2 menyebutkan bahwa diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) bagian 
yang memuat ketentuan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan yaitu pada Pasal 46 A 
yang menyebutkan bahwa pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak 
mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat.   
d. Perlindungan terhadap uang kompensasi 

Kompensasi diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima pekerja sebagai balas 
jasa atau kontribusinya kepada perusahaan.  Kompensasi dapat menjadi suatu motivasi 
bagi seorang pekerja untuk berusaha memberikan hasil kerja yang baik dan untuk 
meningkatkan kinerjanya jika kompensasi yang diberi oleh perusahaan bisa tepat sasaran 
dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pekerja.  Pengaturan dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 81 angka 16 yaitu diantara 
Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 16 A terdapat ketentuan 
mengenai uang kompensasi yang dapat diperoleh pekerja dengan perjanjian kerja waktu 
tertentu apabila perjanjian kerja telah berakhir.  

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja, telah mengatur secara jelas mengenai jaminan sosial sebagai bentuk adanya 
perlindungan hukum terhadap kesejahteraan bagi pekerja khususnya pekerja dalam 

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). 

KESIMPULAN 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan 
aturan pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan 
Kerja, atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, menambah atau mengurangi ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama terkait dengan PKWT. Pada dasarnya, 
PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk maksimal 5 tahun. 

Namun, dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan 
belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai 

kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, dengan ketentuan jangka waktu 
keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian 
perlindungan PKWT yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam peraturan pelaksananya Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, meliputi: pertama, perlindungan terhadap waktu kerja. 
Kedua, perlindungan terhadap upah. Ketiga, perlindungan terhadap kesejahteraan. 
Keempat, perlindungan terhadap uang kompensasi. 
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